
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : It TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menlmbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 181 ayat

(1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagalmana telah beberapa kall

dlubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah,

Wallkota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk

memperoleh persetujuan bersama;



b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan

perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2012 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBDserta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah

disepakatl bersama antara Pemerintah Daerah dengan

Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 12 Nopember 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan

Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun

Anggaran 2013.

Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang -

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4755);

2



3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
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Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan

Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MaJells

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakllan Rakyat,

Dewan Perwakllan Daerah, dan Dewan Perwakllan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5043);

11. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusl Daerah (Lembaran Negara Republlk

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakll Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
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Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 5istem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor

4624);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang

Perubahan KeduabelasAtas Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

31);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan

Perundang- undangan;

31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang I Jasa Pemerlntah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Preslden Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang I Jasa

Pemerintah;

32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001

tentang Visi dan Mlsi Kota Surakarta (Lembaran Daerah

Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri 0 Nomor 20);

33. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 26) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Surakarta Tahun 2006 Nomor 4 SeriO Nomor 2 );

34. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
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35. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008

Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta

Tahun 2011 Nomor 14);

36. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);

37. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010

tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

38. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 13);

39. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta

Tahun 2011 Nomor 3);

40. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011

tentang Retribusl Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta

Tahun 2011 Nomor 7);

41. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak

8umi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan

(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 12).
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Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WAUKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun

Anggaran 2013 sebagai berikut :

1. Pendapatan

2. Belanja

Rp. 1.376.303.271.000,00

Rp. 1.402.670.367.600,00

Defisit Rp. (26.367.096.600,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp.

Rp.

55.912.297.000,00

29.545.201.000,00

Pembiayaan Netto 26.367.096.600,00Rp.

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
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Pasal2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdlrl dari :

a. PendapatanAsli Daerah Rp.

b. Dana Perlmbangan Rp.

c. Lain lain pendapatan

Daerah yang sah

262.905.867.000,00

722.287.153.000,00

Rp. 391.110.251.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah Rp. 168.515.150.000,00

b. Retrlbusi Daerah Rp. 58.271.792.000,00

c. Hasil PengelolaanKekayaan

Daerah yg Dipisahkan Rp. 5.205.116.000,00

d. Lain lain pendapatan asil

daerah yg sah Rp. 30.913.809.000,00

(3) Dana Perlmbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak I
Bagi Hasil Bukan Pajak

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus

Rp.

Rp.

Rp.

24.725.041.000,00

659.647.382.000,00

37.914.730.000,00

(4) Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdirl darl jenis

pendapatan :

a. PendapatanHibah Rp. 7.000.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak

dari propinsi Rp. 100.072.939.000,00

c. Dana Penyesuaiandan

Otonomi Khusus Rp. 263.283.887.000,00
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d. Bantuan Keuangandari

Propinsi atau dari Pemenntah

Daerah lainnya Rp. 20.753.425.000,00

Pasal3

(1) Belanja Daerah sebagaimanadimaksud daiam Pasal 1 terdin

dan:

a. Belanja Tidak Langsung Rp.

b. Belanja Langsung Rp.

834.997.569.200,00

567.672.798.400,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dlmaksud pada ayat

(1) huruf a terdin dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp.

b. Belanja Bunga Rp.

c. Belanja Hibah Rp.

d. Belanja Bantuan Sosial Rp.

e. Belanja Bantuan Keuangan

kepada Provinsi/Kabupaten/

Kota/Pemenntahan Desa

dan Partai Politik Rp.

f. BelanjaTidak Terduga Rp.

719.173.171.000,00

3.724.526.000,00

108.369.356.200,00

1.040.000.000,00

690.516.000,00

2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dan jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp.

b. Belanja Barangdan Jasa Rp.

c. Belanja Modal Rp.

54.890.565.103,00

247.864.099.400,00

264.918.134.000,00
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Pasal4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdJrl dari :

a. Penerlmaan

b. Pengeluaran

Rp.

Rp.

55.912.297.600,00

29.545.201.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana ayat (1) huruf a terdiri darl jenls

pemblayaan :

a. SILPAtahun anggaran

sebelumnya Rp. 51.412.297.600,00

b. PenerlmaanPinjaman

Daerah Rp. 0,00

c. Penerlmaankembali pemberlan

plnjaman / dana bergulir Rp. 500.000.000,00

d. Penerimaandari

(3) Pengeluaran sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdlrl dari jenls pembJayaan:

a. Penyertaan Modal ( Investasi )

Pemerintah Daerah Rp.

b. Pembayaranpokok utang Rp.

c. Pemberlan plnjaman

daerah

Pihak Ketlga Rp.

e. Penerlmaan/ Penarlkan

Deposito Rp.

Rp.

d. Pengembaliandari

Plhak Ketiga Rp.

4.000.000.000,00

0,00

10.138.000.000,00

14.407.201.000,00

1.000.000.000,00

4.000.000.000,00
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Pasal5

(1) Dalam rangka mengantlslpasl pendanaan keadaan darurat

termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerlntah

Kota Surakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum

tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

Perubahan APBD dan atau disampaikan dalam laporan

reallsasianggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang

kurangnya memenuhi kriteria :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksl

sebelumnya;

b. lidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada diluar kendall dan pengaruh Pemerintah

Daerah;

d. Memillki dampak yang slgnifikan terhadap anggaran

dalam rangka pemullhan yang disebabkan oleh

keadaan darurat.

(3) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud

ayat (1) mencakup :

a. Program dan keglatan pelayanan dasar masyarakat

yang anggarannya belum tersedla dalam tahun

anggaran berjalan;

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila dltunda

akan menimbulkan kerugian yang leblh besar bagl

Pemerintah Daerah dan masyarakat;

c. Program dan keglatan Dana Alokasi Khusus, kebljakan

dari Pemerintah Pusat dan bantuan keuangan darl

propinsi yang dananya diterima setelah Anggaran

Pendapatandan Belanja ditetapkan;
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maka sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pemenntah Kota Surakarta melaksanakan program dan

kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan

perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan

persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal program dan kegiatan dimaksud terjadl setelah

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ditetapkan, maka Pemerintah Kota Surakarta

menyampaikannya dalam Laporan Realisasl Anggaran

(lRA).

Pasal6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tldak terpisahkan darl

Peraturan Daerah ini, terdin dan:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah menurut Urusan

Pemerlntahan Daerah dan Organlsasl.

3. Lampiran IIa Ringkasan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Menurut Organisasi dan

Urusan Pemenntahan.

4. Lampiran III Rlncian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan

Organisasi.
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5. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan

Pemerlntahan Daerah, Organlsasl,

Pendapatan,Belanja dan Pemblayaan.

Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana

Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis

Penerimaan Terhadap Jenls Belanja dan

Jenis Pengeluaran.

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam

Kerangka PengelolaanKeuangan Negara.

Dattar Jumlah Pegawai per Golongan dan

PerJabatan.

Dattar Piutang Daerah

Dattar PenyertaanModal (Investasi) Daerah

Dattar Perkiraan Penambahan dan

6. Lampiran IVa

7. Lamplran V

8. Lamplran VI

9. Lampiran VII

10. Lampiran VIII

11. Lampiran IX

12. Lampiran X

13. Lamplran XI

14. Lamplran XII

15. Lamplran XIII

PenguranganAset Tetap Daerah.

Dattar Perkiraan Penambahan dan dan

PenguranganAset Lainnya.

Dattar Kegiatan - kegiatan tahun anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

ini.

Dattar Dana cadangan Daerah

Dattar Pinjaman Daerah dan

Daerah.

Obllgasi

Pasal7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan

operasional pelaksanaan.
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Pasal8

Peraturan Daerah ini mula; berlaku sejak langgal diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya memerinlahkan pengundangan

Peraturan Daerah Inl dengan penempalannya dalam L.embarnn

Daerah Kola Surakarta.

Ditelapkan di SURAKARTA

pada langgal \8 Qq;SllI'l~ :1.017.

WAUKOTA SURAKARTA

FX. HAD! RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta

pada langgal IS l)ilS¢l'll"1" 8.0\:1

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

BUD! SUHARTO

DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NOMOR \1LEMBA
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